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TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tindak Pidana Korupsi
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda
yaitu “strafbaar feit”. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata yakni straf, baar, feit, yang mana
straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan baar diterjemahkan dengan
dapat dan boleh. Sedangkan kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran
dan perbuatan.

Apabila dilihat secara harfiah kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat dan
boleh, sedangkan kata feit memang untuk diterjemahkan dengan perbuatan yang untuk
mewujudkannya diperlukan/ diisyaratkan adanya suatu gerakan dari tubuh atau bagian dari
tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP),
sedangkan perbuatan pasif artinya suatu bentuk perbuatan fisik apapun yang oleh
karenanya, dengan demikian seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya,
misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal
304 KUHP).

Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya
dapat dikenakan hukum pidana. Hal ini sebagaimana pendapat Moeljatno yang

menyatakan.?

! Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1, Raja Grafido Persada, Jakarta, 2002, hal. 67.
2 Ibid, hal. 71



“Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan
tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan
yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja
dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukan kepada perbuatan
(yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan
orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang
menimbulkan kejadian itu.”
Simons merumuskan:

Tindak pidana “sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah
sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.””

Dari empat rumusan tersebut menunjukan bahwa didalam membicarakan perihal
tindak pidana selalu dibayangkan bahwa didalamnya telah ada orang yang melakukan dan
oleh karenanya ada orang-orang yang dipidana, memandang tindak pidana semata-mata
pada perbuatan dan akibat yang sifatnya dilarang. Jika perbuatan yang sifatnya dilarang itu
telah dilakukan/terjadi, baru melihat pada orangnya, jika orang itu mempunyai kemampuan
bertanggungjawab dan karena perbuatan itu dapat dapat dipersalahkan kepadanya, dengan
demikian maka kepadanya dijatuhi pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang,
yakni dari sudut pandang undang-undang. Dari sudut teoritis berdasarkan pendapat para
ahli hukum diantaranya Moeljatno, R. Tresna, Vos Jonkers dan Schravendijk. Menurut
Moeljatno unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia yang boleh dilarang, yang
melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok
pengertian ada pada perbuatan, tapi tidak dipisahkan dari orangnya. Ancaman pidana

menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar

dipidana. Pengertian dari ancaman pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada

* Ibid.



umumnya dijatuhi pidana. Maka unsur tindak pidana menurut Moeljatno harus ada
perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum) dan ancaman pidana (bagi yang melanggar
larangan).
R. Tresna merumuskan:*
“Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur perbuatan/ rangkaian perbuatan
(manusia), yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan
diadakan tindakan penghukuman.”

Tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan
yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan).

Batasan yang dibuat VVos dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana mengenai kelakuan
manusia, diancam dengan pidana dan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tindak
pidana yang dibuat Jokers dapat dirinci sebagai perbuatan yang melawan hukum yang
berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan orang yang dapat dipertanggungjawabkan.’

Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar terdapat unsur-
unsur tindak pidana jika ada kelakuan (orang yang), bertentangan dengan keinsyafan
hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang (yang dapat) maupun
dipersalahkan/ kesalahan.®

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat di dalam KUHP tersebut
maka dapat diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana yaitu:’

a. Unsur tingkah laku

Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak

pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (handelen) juga disebut perbuatan

* 1bid, him. 78
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materil (materiile feit) dan tingkah laku pasif atau negative (nalaten). Dalam hal
pembentuk undang-undang merumuskan unsur tingkah laku, ada dua bentuk tingkah
laku yang dirumuskan dalam bentuk yang abstrak dan dalam bentuk tingkah laku
yang konkrit.

b. Unsur sifat melawan hukum
Melawan hukum dalam suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan,
yang sifatnya tercela dimana bersumber dari undang-undang (melawan hukum
formil/ formille wederrechtelijk) dan dapat juga bersumber pada masyarakat
(wederrechttelijk), maka sifat tercela dari suatu perbuatan itu terletak pada kedua-
duanya, contohnya seperti: perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) pada
pembunuhan (Pasal 338 KUHP) adalah dilarang baik dalam undang-undang
maupun menurut masyarakat.

c. Unsur kesalahan
Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang
sebelum atau pada saat memulai perbuatan, kerena itu unsur ini selalu melekat pada
diri pelaku yang bersifat subyektif. Kesalahan dalam hukum pidana adalah
berhubungan dengan pertanggungan jawab, atau mengandung beban pertanggungan
jawab pidana yang terdiri dari kesengajaan (dolus atau opzet) dan kelalaian (culpa).

d. Unsur akibat konstitutif
Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada:

1) Tindak pidana materiil (materieel delicten) atau tindak pidana dimana akibat

menjadi syarat selesainya tindak pidana.



2) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat
pidana.

3) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur keadaan menyertai

Adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku

dimana perbuatan tersebut dilakukan.

Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

1.

2.

5.

6.

Mengenai cara melakukan perbuatan

Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan
Mengenai objek tindak pidana

Mengenai subjek tindak pidana

Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana

Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana

f.  Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah

tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan yang berhak

mengadu.

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana bukan merupakan suatu unsur

pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi

tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana



Unsur ini berupa unsur keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan,
artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul maka terhadap
perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat

dipidana.
Dibawabh ini akan diterangkan mengenai pengertian tindak Pidana korupsi.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin; Corrupti atau Corruptus yang secara harfiah
berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari
kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam The

Lexion Webster Dictionary.®

Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: Corruption,
Corrupt; Perancis: Corruption, dan Belanda: Corruptive (Koruptie). Dapat dikatatan dari

bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia: Korupsi.®
Dalam ensiklopedi hukum Islam yang dimaksud korupsi adalah:*°

“Perbuatan buruk atau tindakan menyelewengkan dana, wewenang, waktu
dan sebagainya untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan
kerugian bagi pihak lain.”

Pers acapkali memakai istilah korupsi dalam arti yang luas mencakup masalah-
masalah tentang penggelapan, yang disinyalir juga dengan istilah itu, hal mana tidak
keliru. Dalam hal ini korupsi berarti pengrusakan (bederving), atau pelanggaran
(schending)  dan dalam hal meluas “menyalahgunakan” (misbruik). Dalam hal

penggelapan misalnya, orang berhadapan dengan “merusak™ (bederven) atau melanggar

& Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1984,

him. 7.
® Ibid

19 Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003, hal. 974.



(schenden) atau yang diberikan kepada si penggelap itu dan didalam banyak hal mengenai
penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan didalam istilah yang umum, jadi dapatlah

digolongkan istilah korupsi.™*

Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua
baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata korupsi yang
telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh
Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa korupsi untuk perbuatan yang

busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.*?

S. H. Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan “apabila
seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta
dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada
kepentingan-kepentingan sipemberi”.** Sementara H. A. Brasz mendefinisikan korupsi
dalam pengertian sosiologis sebagai: “penggunaan yang korup dari kekuasaan yang
dialinkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan
berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan
formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang

luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah”.**

Tampaknya H. A. Brasz dalam mendefinisikan korupsi sangat dipengaruhi oleh

definisi kekuasaannya Van Doom." Dari berbagai definisi korupsi yang dikemukakan,

1 Buchari Said H, Sekilas Pandang Tentang Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Bandung, 2000, him. 5.
2W. J. S. Poerwodarmito, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
3'S. H. Alatas, Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, LP3ES, Jakarta, 1986, him. 11.
1: Mochtar Lubis dan James C. Scott, Bunga Rampai Korupsi Cet. Ke-3, LP3ES, Jakarta, 1995, him. 4

Ibid, him. 3.



menurut Brasz terdapat dua unsur didalamnya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang
melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur Negara; dan
pengutamaan kepentingan pribadi atau klien diatas kepentingan publik oleh para pejabat

atau aparatur Negara yang bersangkutan.®

Sementara definisi yang luas disebutkan dalam kamus lengkap Webster’s Third
New International Dictionary yaitu “ Ajakan (dari seorang pejabat politik ) dengan
pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan

pelanggaran petugas”."’

Adapun definisi yang sering dikutip adalah; Tingkah laku yang menyimpang dari
tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang
menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar

aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.*®

Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam bab Il pada
Pasal 2-16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi:*®

a. (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara
atau perekonomian Negara. (2) Dalam hal tindak korupsi sebagai mana dimaksud

dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

16 H
Ibid,hIm. 4-7.
7 William Allan Neilson (editor in chief), Webster’s Third New Internasional Dictionary, Vol 1., him. 599
'8 Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Alihbahasa Hermoyo, Cet. Ke-2 Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001,

him. 31

Undang-undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Umbara, Bandung, 2003,

him. 80

-84.



b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan Negara
atau perekonomian Negara.

c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209,
210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.

d. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa
pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana
korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

e. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

f. Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan,
kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana
dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan
Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi ada pemberantasan beberapa item yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu
mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Pada Pasal 5 misalnya memuat ketentuan tentang
penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggaraan Negara, Pasal 6 tentang
penyuapan terhadap hakim dan advokat. Pasal 7 memuat tentang kecurangan dalam

pengadaan barang atau pembangunan, dan seterusnya.



2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

a. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan

Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:

1.

Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan
penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut
dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan
hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun
bersama-sama.

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi
tersebut diwakili oleh pengurus.

Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat
diwakili orang lain.

Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di
pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang
pengadilan.

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk
menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus
di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan

ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

b. Melawan hukum baik formil maupun materil.



Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan

dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

3. Sebab-sebab Korupsi

Sebab-sebab terjadinya korupsi diantaranya adalah:*°

a.

® a0 o

Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri di banding dengan kebutuhan sehari-
hari yang semakin lama semakin meningkat,

Ketidakberesan manajemen,

Modernisasi

Emosi mental,

Gabungan beberapa faktor.

Sedangkan menurut S. H. Alatas korupsi terjadi disebabkan oleh faktor faktor

berikut:*

— - Se e oo

Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu
memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi,
Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika,

Kolonialisme,

Kurangnya pendidikan,

Kemiskinan,

Tiadanya hukuman yang keras,

Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi,

Struktur pemerintahan,

Perubahan radikal, dan

Keadaan masyarakat.

Abdullah Hehamahua melihat ada tiga factor penyebab korupsi di Indonesia,

yaitu: pertama, konsumsi tinggi dan rendahnya gaji. Sudah jadi rahasia umum bahwa

20 Sebab-sebab tersebut di atas dikumpulkan dari pendapat para pakar yakni Andi Hamzah dalam “Korupsi di
Indonesia Masalah dan pemecahannya”, him. 17 dan 22., Baharuddin Lopa, “Permasalahan Pembinaan dan
Penegakan Hukum di Indonesia”, dan Djoko Prakoso,”peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana
Korupsi”, him. 83.

21 syed Hussein Alatas, op.cit, him. 46-47.



masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat konsumtif, tidak sedikit yang sampai
shopping ke luar negeri sementara gaji pegawai rata-rata di Indonesia hanya cukup dua
minggu. Nasib dua minggu berikutnya tergantung dari kreatifitasnya masing-masing yang
salah satu kreatifitas tersebut dengan melakukan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).
Kedua, Pengawasan pembangunan yang tidak efektif. Karena pengawasan pembangunan
yang lemah maka membuka peluang yang seluas-luasnya untuk melakukan
penyalahgunaan semisal mark up dan lain sebagainya, dan ketiga, sikap serakah pejabat.?
Lebih lanjut menurut Hehamahua, meskipun KKN terjadi disebabkan tiga faktor
di atas, tetapi jika ditelusuri lebih jauh sebenarnya ada tiga persoalan lebih mendasar yang
menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu: Pertama, sistem pembangunan yang Kkeliru.
Kesalahan terbesar pemerintah Orde Lama yang kemudian diteruskan Orde Baru adalah
menerapkan sistem pembangunan yang keliru, yaitu mengikuti secara membabi buta
intervensi Barat. Kedua, kerancuan institusi kenegaraan. Tumpang tindihnya fungsi dan
peran institusi Negara menyuburkan praktek KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) di

Indonesia. Dan ketiga, tidak tegaknya supremasi hukum.

Hukum hanya tegak ketika berhadapan dengan orang ‘kecil’ seperti pencuri ayam
tetapi hukum bisu ketika harus berhadapan orang ‘besar’ seperti para koruptor yang telah
mencuri uang rakyat. Hukum bisa dibeli, maka tak heran kalau banyak para terdakwa yang
telah diputus bersalah tetap bebas leluasa berkeliaran bahkan ada yang bisa menjadi calon

presiden.?®

4. Akibat-Akibat Korupsi

22 Abdullah hehamahua, Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pengadilan, LP3 UMY, Yogyakarta,
2004, him. 15-19.
% Ibid., hal. 20-33



David H. Bayley menyatakan bahwa akibat-akibat korupsi tanpa memperhatikan

apakah akibat-akibat itu baik atau buruk bisa dikategorikan menjadi dua:**

1) Akibat-akibat langsung tanpa perantara. Ini adalah akibat-akibat yang
merupakan bagian dari perbuatan itu sendiri.

2) Akibat-akibat tak langsung melalui mereka yang merasakan bahwa perbuatan
tertentu-dalam hal ini perbuatan korupsi-telah dilakukan.

Korupsi bisa memiliki akibat yang positif disamping kebanyakan berakibat negatif,

akibat korupsi yang positif misalnya:*

a. Akibat perbuatan korupsi lebih baik daripada akibat-akibat suatu keputusan
yang jujur apabila Kkriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau berdasarkan
system yang sedang berlaku, lebih jelek daripada keputusan yang didasarkan
atas korupsi,

b. Memperbanyak jatah sumber-sumber masuk ke bidang penanaman modal dan
tidak ke bidang konsumsi,

c. Meningkatkan mutu para pegawai negeri,

d. Sifat kolutif dalam penerimaan pegawai negeri dapat menjadi pengganti sistem
pekerjaan umum,

e. Membuka jalan untuk memberi mereka atau kelompok-kelompok, yang akan
mengalami akibat jelek jika tidak ikut dalam kekuasaan, suatu tempat dalam
sistem yang tengah berlaku,

f.  Memperlunak sistem masyarakat tradisional yang berusaha keras mengubahnya
menjadi masyarakat bersendi Barat,

g. Memberi jalan memperlunak kekerasan suatu rencana pembangunan ekonomi
dan sosial susunan golongan elit,

h. Di kalangan ahli-ahli politik, korupsi mungkin berlaku sebagai pelarut soal-soal
ideology atau kepentingan-kepentingan yang tak dapat disepakati, dan

i. Dalam Negara-negara yang sedang berkembang, korupsi dapat mengurangi
ketegangan potensial yang melumpuhkan antara pemerintah dengan politisi.

Sementara akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh korupsi masih menurut

Bayley antara lain:

2 David H. Bayley, Bunga Rampai Korupsi, LP3ES, Jakarta, 1995, him. 96.
% bid., hal.102-110



8.
9.
10.

Merupakan kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang
ditetapkannya waktu menentukan Kkriteria bagi berbagai jenis keputusan,
Menyebabkan kenaikan biaya administrasi,

Jika dalam bentuk “komisi” akan mengakibatkan berkurangnya jumlah dana
yang seharusnya dipakai untuk keperluan masyarakat umum,

Mempunyai pengaruh buruk pada pejabat-pejabat lain dari aparat
pemerintahan,

Menurunkan martabat penguasa resmi,

Memberi contoh yang tidak baik bagi masyarakat,

Membuat para pengambil kebijakan enggan untuk mengambil tindakan-
tindakan yang perlu bagi pembangunan tetapi tidak populis,

Menimbulkan keinginan untuk menciptakan hubungan-hubngan khusus,
Menimbulkan fitnah dan rasa sakit hati yang mendalam,

Menghambat waktu pengambilan keputusan.

B. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

a. Peraturan

Korupsi

Perundangan Di Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Peraturan perundangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi sebenarnya

sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal dalam KUHP

yang memuat tindak pidana korupsi adalah Pasal 209, 210, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 423,

425, dan 435. Penyalahgunaan jabatan dijelaskan di dalam Bab XXVII11 KUHP.?

Namun demikian pasal-pasal tersebut dirasa masih kurang jelas berbicara mengenai

tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu ada peraturan-peraturan lain yang mendukung

atau melengkapi KUHP tersebut.

%6 |bid., hal. 97-101.

2" Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Cet. Ke-20, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.



Di lingkungan militer pada tanggal 9 April 1957 keluar peraturan KSAD Nomor
PRT/PM-06/1957 Tentang Korupsi yang ada di lingkungan militer, tetapi peraturan tersebut
dirasa juga belum efektif, kemudian dilengkapi dengan Peraturan Penguasa Militer Nomor
PRT/PM-06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Tentang Pemilikan Harta Benda, kemudian keluar
lagi Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM-001/1957, tanggal 1 Juni 1957 Tentang
Penyitaan dan Perampasan Barang-Barang Hasil Korupsi. Ketiga peraturan tersebut sebagali
dasar kewenangan kepada penguasa militer untuk dapat menyita dan merampas barang-
barang hasil korupsi. Tiga peraturan di lingkungan militer tersebut kemudian dilengkapi lagi
dengan keluarnya Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor
PRT/PEPERPU/013/1958, tanggal 16 April 1958 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan
Pemeriksaan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda. Kemudian pada tanggal 1 Januari
1960 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 14/PRP/1960 Tentang Pengusutan,
Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian keluar Kepres Nomor 228
Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 Tentang Pembentukan TPK (Tim Pemberantas
Korupsi). Undang-undang yang lebih jelas tentang tindak pidana korupsi adalah setelah
keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1971 berlaku sampai periode reformasi. Pada periode reformasi,
pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak
Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan sejak saat itu

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Didalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 penjelasan tentang korupsi dan
sanksi pidananya disebutkan mulai dari Pasal 2 sampai Pasal 20. Kemudian pada Bab IV

mulai Pasal 25 sampai Pasal 40 memuat tentang ketentuan formil bagaimana menjalankan



ketentuan materiilnya. Pemerintah kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melakukan perubahan pada Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 yakni pada penjelasan Pasal 2 ayat (2) sedang substansinya tetap,
kemudian ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12.
Rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam KUHP tetapi langsung
menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Undang-Undang Hukum
Pidana yang diacu. Dari sudut sanksi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan

sanksi jauh lebih ringan dari yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Untuk efektifnya pemberantasan tindak pidana korupsi pemerintah membentuk
Komisi Pemberantasan Korupsi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terakhir pemerintah mengeluarkan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pembentukan Lembaga Pemberantasan Korupsi

Sebetulnya suatu Badan yang bertugas untuk mengusut dan memberantas tindak
pidana korupsi telah ada sejak lama misalnya MPR dan DPR dalam ranah politiknya dan MA,
Kejaksaan, dan Kepolisian dalam ranah hukumnya. Disamping itu masih ada lembaga-
lembaga seperti BPK, BPPN, dan BPKB, hanya saja lembaga-lembaga tersebut tidak secara
khusus menangani korupsi. Lembaga-lembaga tersebut juga menangani kasus-kasus lainnya

sehingga kerja-kerja dan pengawasan lembaga tersebut tidak bisa maksimal dan optimal untuk



secara khusus menangani dan memberantas korupsi. Disamping itu, peraturan perundangan

tentang tindak pidana korupsi juga belum dilaksanakan secara konsisten.

Lemahnya sistem penanganan dan pemberantasan korupsi menyebabkan para
koruptor bebas menjalankan aksinya tanpa merasa takut untuk ditangkap dan diadili. Apalagi
sumber daya manusia dan kekuatan iman dan moral di lingkungan instansi yang berkaitan
dengan hukum juga kredibilitasnya dipertanyakan. Banyak bukti bahwa para penegak
hukumnya juga terlibat didalamnya baik sebagai bodyguard, backing, pemulus jalan, pem-
back up hukumnya dan lain sebagainya. Kalau tidak lolos di instansi yang satu bisa lolos di
instansi lainnya, sehingga tidak heran kalau orang mengatakan bahwa para koruptor di
Indonesia kalau tidak dilepas oleh polisi, pasti dilepas oleh jaksa, kalau ditangkap jaksa, pasti
dilepas oleh hakim, kalau divonis oleh hakim sampai di rumah tahanan nanti dilepas oleh

petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Mengingat lemahnya sistem dan institusi yang menangani dan memberantas korupsi
maka sangat penting dan mendesak dibentuk suatu badan atau komisi khusus yang menangani
dan memberantas korupsi. Untuk memaksimalkan dan menyempurnakan lembaga-lembaga
yang telah ada sebelumnya maka pemerintah membentuk yang disebut KPKPN (Komisi
Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara). Komisi ini bertugas untuk memeriksa atau
mengaudit kekayaan para penyelenggara Negara kemudian menginformasikan kepada publik.
Namun demikian keberadaan lembaga ini sebenarnya kurang begitu strategis dalam upaya
pemberantasan korupsi di Indonesia karena kewenangan yang dimilikinya sangat terbatas

yakni hanya pada penyelidikan dan penyidikan.



Sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kemudian dibentuk suatu komisi khusus yang
akan menangani dan memberantas korupsi yaitu KPTPK (Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi) yang kemudian terakhir disebut KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). KPK
merupakan lembaga Negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan
kewenangannya bebas dari kekuasaan manapun. Visi KPK ini adalah “Mewujudkan Indonesia
yang Bebas Korupsi”. Visi tersebut merupakan suatu visi yang cukup sederhana namun
mengandung pengertian yang mendalam. Visi ini menunjukkan suatu tekad kuat dari KPK
untuk segera dapat menuntaskan segala permasalahan yang menyangkut KKN.
Pemberantasan korupsi memerlukan waktu yang tidak sedikit mengingat masalah korupsi ini
tidak akan dapat ditangani secara instan, namun diperlukan suatu penanganan yang

komprehensif dan sistematis.*®

Sementara Misi KPK adalah “Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Bangsa yang
Anti Korupsi”. Dengan misi tersebut diharapkan bahwa komisi ini nantinya merupakan suatu
lembaga yang dapat “membudayakan” anti korupsi di masyarakat, pemerintah dan swasta di
Indonesia. Komisi sadar bahwa tanpa adanya keikutsertaan komponen masyarakat,
pemerintah dan swasta secara menyeluruh maka upaya untuk memberantas korupsi akan
kandas ditengah jalan. Diharapkan dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat tersebut,

dalam beberapa tahun mendatang Indonesia akan bebas dari KKN.?°

Komisi ini memiliki kekuasaan yang super power, very-very high (meminjam istilah

Abdullah Hehamahua), karena tidak sekedar menyidik, menangkap tetapi juga supervise

28 \wwww. Komisi Pemberantasan Korupsi. 20 Juni 2005
29 H
Ibid.



lembaga yudikatif. Dia melakukan supervise kehakiman, kejaksaan dan kepolisian. Tidak ada

lembaga di dunia yang memiliki kewenangan supervise lembaga yudikatif seperti PPK ini.*

Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, komisi ini mempunyai tugas:

a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi.

b) Supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi.

c) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

d) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Sementara wewenang komisi ini dijelaskan dalam Pasal 7 sampai Pasal 14 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002. Adapun susunan komisi ini terdiri dari lima orang, satu orang
ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota yang kelima
orang tersebut merupakan pejabat Negara, empat anggota sebagai tim penasehat dan pegawai
KPK debagai pelaksana tugas.

Pimpinan KPK terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga system
pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja komisi dalam melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada
komisi ini. Hanya pertanyaannya dilihat dari sangat kecilnya jumlah anggota KPK maka bisa
dibayangkan betapa akan kerepotannya mereka dalam memeriksa dan menyelesaikan kasus-
kasus korupsi yang tentunya sudah menggunung. Rasanya tidak mungkin secara teoritis-
praktis, lima orang tersebut mampu memeriksa sekitar lima puluh ribu penyelenggara Negara

di seluruh Indonesia.** Sudah bisa dipastikan yang akan memeriksa adalah staf yang direkrut

% Abdullah Hehamahua, op.cit, him. 86.
%1 Abdullah Hehamahua, op.cit, him. 87



dari PNS dan non PNS, sementara kredibilitas dan budaya PNS dari dahulu hingga Kini tetap

tidak pernah berubah.®

b. Kesulitan-kesulitan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi ditengah kemiskinan yang makin meluas justru berkembang menjadi cara
berpikir dan cara hidup masyarakat untuk memperoleh kekayaan, bahkan dapat dikatakan
korupsi telah menjadi budaya.

Korupsi tidak hanya terjadi ditingkat elit birokrasi pemerintah tetapi juga merambah
ke seluruh aspek kehidupan bangsa. Perkembangan tekhnologi yang canggih malah menjadi
sarana yang efektif untuk melakukan korupsi dan membuat korupsi jadi tambah sulit untuk
dideteksi dan diberantas.

Pelaku korupsi sudah semakin pintar untuk tidak melakukan transaksi ‘ilegal’ di atas
kertas sehingga dengan mudah menjadi barang bukti, mereka cukup melakukan transfer antar
rekening bank. Hal yang demikian diperparah lagi dengan kenyataan bahwa birokrasi dan
pejabat-pejabat politik masih banyak didominasi oleh orang-orang lama.

Upaya-upaya untuk mengadili dan melakukan pembersihan sangat sulit dan selalu
gagal karena setiap ada upaya ke arah itu yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum
akan diblokade oleh birokrasi bahkan oleh aparat penegak hukum sendiri.®® Prinsip mereka
adalah saling melindungi karena ketika ada salah satu dari mereka ‘bernyanyi’ maka yang lain
akan kena. Jadi, meskipun ada pergantian rezim tetap saja sistemnya tidak berubah. Istilah
Aditjondro dari Oligarki kembali ke Oligarki. Kalau dahulu yang menguasai perekonomian

dan sumber daya alam Indonesia hanya 25 orang sekarang tidak berubah hanya bertambah

321 i
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¥ Moh. Mahfud MD., Setahun Bersama Gus Dur Kenangan Menjadi Menteri di saat Sulit, LP3ES, Jakarta 2003,
him. 167.



menjadi 30. Korupsi juga dilakukan dengan upaya rasa malu jadi kalau pada zaman Soeharto
korupsi dilakukan di bawah meja, pada zaman Habibie, korupsi dilakukan di atas meja dan di
masa Megawati lebih parah lagi karena sekalian meja dan kursinya juga dikorupsi.

Menurut Mahfudz MD ada dua pilihan yang bisa diambil, pertama adalah amputasi
yaitu dengan melakukan pemberhentian terhadap pejabat-pejabat pemerintah dalam level
tertentu. Misalnya semua pejabat di birokrasi yang pada akhir Orde Baru telah mencapai usia
tertentu (misalnya berusia 45 tahun) atau menduduki jabatan dalam level tertentu, harus
diberhentikan tanpa pandang bulu dengan sebuah produk hukum. Produk hukum yang
dimaksud adalah Undang-Undang pemberhentian otomatis atau Undang-Undang Lustrasi.
Kedua, melakukan pengampunan nasional dengan syarat tertentu terhadap semua pejabat
masa lalu yang diduga melakukan korupsi.*

Dengan sistem yang semacam ini sangat sulit untuk memberantas korupsi yang
sudah mengakar kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Oleh karena itu perlu
dilakukan perubahan paradigma yaitu dari sistem hukum yang formal-prosedural ke arah yang
menitikberatkan pada penegakan keadilan.® Bisa jadi kita akan menggeser dari sistem Eropa
Kontinental kearah sistem Anglo Saxon. Sehinggga diharapkan dalam kasus korupsi ini bisa
diberlakukan sistem “pembuktian terbalik”. Yang dimaksud pembuktian terbalik adalah kalau
selama ini dalam sistem Kkita apabila ada orang melaporkan suatu tindakan korupsi maka si
pelapor harus bisa membuktikan tuduhannya tersebut sementara si tertuduh duduk manis saja
menunggu  bukti-bukti yang dikumpulkan oleh si pelapor dan kalau tidak bisa
membuktikannya si pelapor akan balik dituntut dengan alasan pencemaran nama baik. Dalam

sistem pembuktian terbalik tidak demikian halnya, malah sebaliknya yang dilaporkan atau

% Ibid., him. 169.
% Ibid., him. 170.



pihak tertuduh-lah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak korupsi. Tentunya hal ini
tidak gampang karena harus mempertimbangkan sekian aspek dan kondisi serta karakteristik

bangsa ini



